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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPKAD 

dan BPBD Kabupaten Seluma, diperoleh gambaran bahwa 

implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati No 25 Tahun 2023 

pada dasarnya sudah berjalan dengan baik meskipun 

masih ditemui beberapa kendala di lapangan. 

Pasal 8 ini memuat aturan teknis terkait tata cara 

penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), mulai dari 

pengajuan, pencairan, hingga pertanggungjawaban. 

Narasumber menjelaskan bahwa aturan ini penting karena 

dana BTT bersifat darurat, sehingga harus bisa dicairkan 

dengan cepat namun tetap memiliki mekanisme 

akuntabilitas yang jelas. 

Dalam praktiknya, BTT sering digunakan ketika 

terjadi bencana, misalnya banjir dan tanah longsor. Pada 

saat itu BPBD segera melakukan langkah cepat di 

lapangan, namun untuk pemenuhan kebutuhan logistik 
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tetap harus melalui mekanisme yang diatur di Pasal 8. 

Proses pengajuan dimulai dari permohonan OPD terkait 

kepada Bupati melalui BPKAD. Setelah diverifikasi, 

barulah dana dapat dicairkan untuk digunakan. Dengan 

mekanisme ini, bantuan darurat dapat segera disalurkan 

kepada masyarakat terdampak tanpa harus menunggu 

proses panjang seperti anggaran reguler. 

Dari sisi efektivitas, narasumber menyebutkan bahwa 

aturan ini membawa dampak positif karena memperjelas 

mekanisme penggunaan dana darurat yang sebelumnya 

sering menimbulkan kebingungan, khususnya dalam hal 

pertanggungjawaban. Kini setiap OPD yang menggunakan 

BTT diwajibkan menyusun laporan penggunaan secara 

detail yang disampaikan kepada Bupati melalui BPKAD. 

Selain itu, laporan tersebut juga dapat menjadi bahan audit 

baik oleh Inspektorat Daerah maupun BPK, sehingga 

aspek pengawasan berlapis tetap berjalan. 

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat 

kendala, terutama pada aspek administrasi. Situasi darurat 
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di lapangan menuntut respon cepat, sementara prosedur 

administrasi tetap memerlukan kelengkapan dokumen. 

Hal ini kadang membuat laporan tertunda, meskipun 

kemudian diperbolehkan untuk menyampaikan laporan 

awal secara singkat dan dilengkapi kemudian. Kendala ini 

menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan 

kecepatan di lapangan dengan tuntutan akuntabilitas 

administrasi. 

Mengenai pengawasan, responden menegaskan 

bahwa BTT diawasi tidak hanya oleh BPKAD sebagai 

pengelola keuangan daerah, tetapi juga oleh Inspektorat 

Daerah dan bahkan BPK pada level pemeriksaan 

eksternal. Hal ini dimaksudkan agar dana benar-benar 

digunakan sesuai peruntukan, sehingga transparansi dan 

akuntabilitas dapat terjaga. Selain pengawasan rutin, juga 

ada evaluasi tahunan untuk melihat apakah pelaksanaan 

BTT sudah sesuai pedoman atau masih ada kelemahan. 

Dari wawancara juga terungkap bahwa koordinasi 

antar-OPD kini semakin baik. BPBD, BPKAD, dan OPD 
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lain terkait sudah memiliki pola komunikasi yang lebih 

terarah ketika menghadapi kondisi darurat. Meskipun 

masih ada sedikit miskomunikasi, hal tersebut relatif cepat 

diatasi sehingga tidak menghambat pencairan dana 

maupun distribusi bantuan. 

Secara umum, manfaat terbesar dari implementasi 

Pasal 8 Peraturan Bupati ini adalah terjaminnya kecepatan 

sekaligus keteraturan penggunaan BTT. Masyarakat dapat 

segera merasakan dampak positif berupa penyaluran 

bantuan yang lebih cepat, sementara pemerintah daerah 

memiliki dasar hukum yang kuat untuk 

mempertanggungjawabkan penggunaannya. 

Sebagai penutup, narasumber berharap agar ke depan 

mekanisme administrasi dapat semakin disederhanakan 

tanpa mengurangi aspek pengawasan. Selain itu, perlu 

adanya sosialisasi yang lebih luas kepada seluruh OPD 

sehingga semua pihak memahami alur pengajuan dan 

pertanggungjawaban BTT. Harapan lainnya adalah agar 
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dana BTT selalu tersedia dalam jumlah yang memadai, 

mengingat kondisi darurat di daerah sulit diprediksi. 
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